PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai fampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januarj 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal Kepala Kantor Wilayah
/7 Banten
(/ 1
( -
\_ el flce :

Nico Afinta . Natanegafa Kartika Purnama

NIP. 197309081999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Kegiatan W Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) N B 3) (4)
1 Meningkatnya 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 100 %
pelaksanaan Reformasi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor
Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Wilayah Kementerian ‘ }
Hukum
1
Kegiatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp 23.932.963.000,-
( Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum' Rp 23.932.963.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal Kepala Kantor Wilayah
/7 Banten
(" v

ik Purnama
NIP. 197309081992031001

Nico Afinta




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Banten

\

atanegara Kartika Purnama
NIP. 197309081999031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Widodo

negara Karlika Purnama
NIP 197309081999031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3)_ _(4)
1. | Meningkatnya PNBP Ditjen | Persentase Peningkatan PNBP Ditjien AHU 6%
| AHU di Kantor Wilayah di Kantor Wilayah |

2. | Terwujudnya Penyelesaian | Persentase
Pengaduan Masyarakat | Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran
terkait Dugaan Pelanggaran | Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan
Jabatan Notaris di Kantor | Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Wilayah

Laporan Pengaduan 90%

Kegiatan

Anggaran

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp 2.260.316.000,-

]
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Rp 2.260.316.000,- j

Pihak Kedua,
Direktur Jender
Administrasi H Umum

Widodo

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

negara Ka ika Purnama
IP 197309081999031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Banten

NIP 197309081999031001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Natanegara Kartika Purnama

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Banten

-

T

Razilu
NIP 196511281991031002

ara Kartika Purnama
NIP 197308081999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

==
No. Sasaran Kegiatan Al Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3 (4)
1. | Terwujudnya Penegakan | 1. Persentase Penyelesaian Aduan 30%
Hukum Kekayaan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di
Intelektual di Wilayah Wilayah
2. | Meningkatnya 1. Persentase Masyarakat yang Memahami 70%
Pemahaman Masyarakat Kekayaan Intelektual di Wilayah
terhadap Kekayaan
Intelektual di Wilayah 2. Persentase Peningkatan Permohonan 20%
Kekayaan Intelektual di Wilayah
|
Kegiatan T Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 2.607.370.000,-

LIi’enyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Rp 2.607.370.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

7 @ =

Razilu
NIP 196511281991031002

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Banten

/Ng ara Kdrtika Purnama
%P 197309081999031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. '

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Banten

-~ Natariégara Kartika Purnama

s NIP 197309081999031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Min Usihen

Jabatan . Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kepala Kantor Wilayah Banten

' rtika Purnama
999031001

Mim Usihen
NIP. 196903091994032001

VIP. 1973090




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegaiatan Target
1) DR ) @) @)
Terwujudnya Analisis dan | 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk 1 Dok
Evaluasi Produk Hukum di Hukum yang Dilakukan kil
1. | Wilayah serta Fasilitasi .
Perencanaan Peraturan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan 1 Dokumen
Daerah Peraturan Daerah
Terwujudnya Pengelolaan )
; Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola o
2 \’f\ﬁ;r;%%maa” JDIAN i |4 hadap Total Anggota JDIHN di Wilayah 25 %
1. Persentase Layanan Bantuan Hukum
Litigasi yang Diberikan terhadap Total 82 9
. Permohonan Layanan Bantuan Hukum °
Meningkatnya Layanan Litiaasi
. itigasi
3. | Bantuan Hukum di
. 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum
Wilayah e L
Non Litigasi yang Diberikan terhadap 80 %
Total Permohonan Layanan Bantuan °
Hukum Non Litigasi
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan
4 Meningkatnya Desa Sadar | Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria 70 %
' Hukum di Wilayah sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap °
J Total Usulan Kantor Wilayah
Kegiatan Anggaran

Program Pembentukan Regulasi

Rp 138.004.000,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Produk Hukum di Wilayah

Rp 138.004.000,-

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp 2.387.268.000,-

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Rp 2.387.268.000,-

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

'NIP.

ika Purnama
197309081999031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama . R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Banten

IP. 197309081999031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Plhak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

1% Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

N1P. 19730908 999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Terwujudnya kemanfaatan | Persentase rekomendasi strategi kebijakan 80 %

rekomendasi strategi | hukum di wilayah yang ditindaklanjuti
kebijakan hukum di wilayah
Kegiatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp 305.566.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Rp 305.566.000,-
Jakarta, 7 Januari 2025
Pihak/Kedua, __ Pihak Pertama,
Kepala Badan Strafegi Kebijakan Hukum Kepala Kantor Wilayah Banten

/ g
/ V4

Andry Indrady
NIP: 198002292000021001

; egara Kartika Purnama
NIP. 1973090819938031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Banten

/,, . 197309081999031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah Banten

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

gara Kartika Purnama
NIP. 197309031999031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan i Target T
1) (2) () (4)
1. | Terfasilitasinya Rancangan | Persentase Rancangan Produk Hukum di 80 %

Produk Hukum di Daerah Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

2. | Meningkatnya Pembinaan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan 12 Orang
Perancang Peraturan | Tenaga Perancang Peraturan Perundang-
Perundang-undangan undangan 1 J

Kegiatan Anggaran
Program Pembentukan Regulasi Rp 648.635.000,-
l_F’enyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Rp 648.635.000,- |

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perunda

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

hahana Pufra

/)ﬂt g rtika Purnama
. 196909091993031001 : NIP. 197309081999031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : R. Natanegara Kartika Purnama

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Banten

at fa Kartika Purnama
// P. 197309081999031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marsinta S. T. Simanjuntak
Jabatan . Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Banten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : R. Natanegara K. P.
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 23 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kepala Divisi Peraturan Perundang-
Hukum Banten undangan dan Pembinaan Hukum Kantor

Wilayah Banten

~Natanggara K. P. Marsinta S. T. Simanjuntak
NIP. 197309¢31999031001 NIP. 197805302001122001


Mobile User


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1) 2) 3) 4)
1. Terfasilitasinya Persentase Rancangan Produk Hukum di 80%
Rancangan Produk Hukum | Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah
di Daerah Kementerian Hukum
2. Meningkatnya Pembinaan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan 12 Orang
Perancang Peraturan | Tenaga Perancang Peraturan Perundang-
Perundang-undangan undangan
3. Terwujudnya Analisis dan 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk 1 Dokumen
Evaluasi Produk Hukum di Hukum yang Dilakukan
Wilayah serta Fasilitasi —
Perencanaan  Peraturan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan 1 Dokumen
Daerah Peraturan Daerah
4. . Persentase Anggota JDIHN yang 25%
lgg’;lgg g&ﬁ] PgB?IﬁINO Iaac?i D_ike!ola terhadap Total Anggota JDIHN
Wilayah di Wilayah
5. Meningkatnya Layanan 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum 82%
Bantuan Hukum di Litigasi yang Diberikan terhadap Total
Wilayah Permohonan Layanan Bantuan Hukum
Litigasi
2. Persentase Layanan Bantuan Hukum 80%
Non Litigasi yang Diberikan terhadap
Total Permohonan Layanan Bantuan
Hukum Non Litigasi
6. Meningkatnya Desa Sadar | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan 70%
Hukum di Wilayah Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria
sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap
Total Usulan Kantor Wilayah
7. | Terwujudnya kemanfaatan | Persentase rekomendasi strategi 80%
rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang
kebijakan hukum di ditindaklanjuti

wilayah




Kegiatan

Anggaran

Program Pembentukan Regulasi

Rp. 786.639.000,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di
Wilayah

Rp. 648.635.000,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan
Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Rp. 138.004.000,-

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp. 2.387.268.000,-

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Rp. 2.387.268.000,-

Program Dukungan Manajemen

Rp. 305.566.000,-

Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Rp. 305.566.000,-

Serang, 23 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kepala Divisi Peraturan Perundang-
Hukum Banten undangan dan Pembinaan Hukum Kantor

Wilayah Banten

; Marsinta S. T. Simanjuntak
NIP. 197309081999031001 NIP. 197805302001122001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marsinta S. T. Simanjuntak
Jabatan . Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Serang, 23 Januari 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum Kantor
Wilayah Banten

Marsinta S. T. Simanjuntak
NIP. 197805302001122001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Picesco Andika Tulus
Jabatan . Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Banten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . R. Natanegara K. P.
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 23 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor
Hukum Banten Wilayah Banten

. . P. Picesco Andika Tulus
NIP. 197309081999031001 NIP. 198503102005011001



Mobile User


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1) (2) 3 (4)
1. Meningkatnya PNBP | Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU 6%
Diten AHU di Kantor | di Kantor Wilayah
Wilayah
2. | Terwujudnya Penyelesaian | Persentase Laporan Pengaduan 90%
Pengaduan Masyarakat | Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran
terkait Dugaan | Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan
Pelanggaran Jabatan | Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
Notaris di Kantor Wilayah
3. | Terwujudnya Penegakan | Persentase Penyelesaian Aduan 30%
Hukum Kekayaan | Pelanggaran Kekayaan Intelektual di
Intelektual di Wilayah Wilayah
4, Meningkatnya 1. Persentase Masyarakat yang 70%
Pemahaman Masyarakat Memahami Kekayaan Intelektual di
terhadap Kekayaan Wilayah

Intelektual di Wilayah

2. Persentase Peningkatan Permohonan 20%
Kekayaan Intelektual di Wilayah

Kegiatan Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 4.867.686.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Rp. 2.260.316.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Rp. 2.607.370.000,-

Serang, 23 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor
Hukum Banten Wilayah Banten

~Nataylegara K. P. Picesco Andika Tulus
NIP. 197309081999031001 NIP. 198503102005011001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawabh ini :

Nama . Picesco Andika Tulus
Jabatan . Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Serang, 23 Januari 2025

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor
Wilayah Banten

Picesco Andika Tulus
NIP. 198503102005011001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Salim
Jabatan . Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Banten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . R. Natanegara K. P.
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 23 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kanala Kantar Wilavah Rantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Banten

Agus Salim
NIP. 196808221999031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

(€] ) (©) (4)

1. | Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 100 %
pelaksanaan Reformasi | Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor
Birokrasi di Lingkup Kantor | Wilayah Kementerian Hukum

Wilayah Kementerian
Hukum
Kegiatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp. 23.932.963.000

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Rp. 23.932.963.000
Kementerian Hukum

Serang, 23 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Banten

P

Agus Salim
NIP. 196808221999031001

D 197309081999031001



Mobile User


PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : Agus Salim
Jabatan . Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Serang, 23 Januari 2025

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Banten

iz

Agus Salim
NIP. 196808221999031001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahadyanto
Jabatan . Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Picesco Andika Tulus
Jabatan . Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 23 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan
Wilayah Banten Intelektual

Picesco Andika Tulus
NIP. 198503102005011001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1) @) 3 4
1. | Terwujudnya Penegakan | Persentase Penyelesaian Aduan 30%
Hukum Kekayaan | Pelanggaran  Kekayaan Intelektual di
Intelektual di Wilayah Wilayah
2. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang Memahami 70%
Pemahaman Masyarakat | Kekayaan Intelektual di Wilayah
Tﬁ[glae ?(?Sal di W”aK:rl](ayaan Persentase Peningkatan Permohonan 20%
y Kekayaan Intelektual di Wilayah
Kegiatan Anggaran

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp. 2.607.370.000-

Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Rp. 2.607.370.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor
Wilayah Banten

Picesco Andika Tulus
NIP. 198503102005011001

Serang, 23 Januari 2025
Pihak Pertama, Kepala
Bidang Pelayanan

Kekayaan Intelektual

NIP. 197511192Q02421001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : Rahadyanto
Jabatan . Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Serang, 23 Januari 2025

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan
Intelektual Kantor Wilayah Banten
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : Septi Erni
Jabatan . Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Picesco Andika Tulus
Jabatan . Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 23 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Kepala Bidang Adimnistrasi Hukum Umum
Wilayah Banten

Picesco Andika Tulus Septi Erni
NIP. 198503102005011001 NIP.197803152002122001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM DENGAN

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

@ ) (©) (4)

1. Meningkatnya PNBP | Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU 6%
Ditien AHU di Kantor | di Kantor Wilayah
Wilayah

2. | Terwujudnya Penyelesaian | Persentase Laporan Pengaduan 90%
Pengaduan Masyarakat | Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran
terkait Dugaan | Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan
Pelanggaran Jabatan | Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
Notaris di Kantor Wilayah

Kegiatan Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 2.260.316.000-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Rp. 2.260.316.000,-

Serang, 23 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Kepala Bidang Adimnistrasi Hukum Umum
Wilayah Banten

—= &

Picesco Andika Tulus Septi Erni
NIP. 198503102005011001 NIP. 197803152002122001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Septi Erni
Jabatan . Kepala Divisi Administrasi Hukum Umum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Serang, 23 Januari 2025

Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum
Kantor Wilayah Banten

&

Septi Erni
NIP. 197803152002122001
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